ABSTRAK

Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo merupakan
desa dengan luas lahan pertanian kering maupun basah yang cukup potensial
dengan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Di
desa ini banyak terjadi transaksi bagi hasil tanah pertanian, hal ini terlihat dari
semakin banyaknya petani penggarap yang mengerjakan lahan orang lain.
Perjanjian bagi hasil di Desa Bringin berbentuk lisan dengan didasarkan rasa
saling percaya dan kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap,
serta dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat sebagai
acuan meskipun telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah tentang
bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bringin, Kecamatan
Bayan, Kabupaten Purworejo, dan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab
masih digunakannya hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah
pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat empiris,
dengan pendekatan yuridis empiris, yakni menganalisis dan mengkaji
bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dikaitkan dengan pendekatan yuridis,
yaitu dengan melihat keberadaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, serta pendekatan empiris, yaitu
mengkaji pada kenyataan yang ada pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil
tanah pertanian (tanah kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten
Purworejo.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, menunjukkan bahwa
seluruh pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Bringin, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Purworejo dilakukan secara lisan. Mengenai hasil pembagian
sebagian menggunakan sistem “maro” atau 1 : 1. Sedangkan untuk tanaman
buah jeruk hasil pembagiannya adalah “mertelu” atau 1 : 3. Masyarakat tidak
mengetahui adanya undang-undang perjanjian bagi hasil. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian masih
sulit untuk diterapkan di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten
Purworejo atau dengan kata lain belum efektif. Terdapat beberapa faktor
penyebab masih digunakannya hukum adat sebagai dasar pelaksanaan
perjanjian bagi hasil yaitu faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor
pendidikan, faktor rasa saling percaya antar masyarakat yang masih tinggi,
faktor fasilitas dan sarana, serta faktor kesadaran hukum yang masih rendah.
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